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Abstrak

Studi ini menyelidiki dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap tingkat pengangguran di Indonesia dalam rentang waktu
2010-2025. Kebijakan moneter dinilai dengan melihat variabel suku bunga dan penawaran uang (basis uang), sementara
kebijakan fiskal dievaluasi lewat belanja pemerintah dan pendapatan pajak. Studi ini menerapkan metode vector
autoregression (VAR) menggunakan data deret waktu yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendekatan VAR dipilih karena dapat menggambarkan hubungan dinamis antara variabel ekonomi makro baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang.Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan moneter yang ekspansif berdampak
signifikan dalam mengurangi angka pengangguran. Penurunan suku bunga sebesar 1% dapat menurunkan tingkat
pengangguran sekitar 1,2% lewat peningkatan investasi dan konsumsi publik. Selain itu, bertambahnya jumlah uang beredar
juga mendorong kegiatan ekonomi dan penciptaan peluang kerja baru. Sebaliknya, kebijakan fiskal terbukti berhasil melalui
efek pengganda dari belanja pemerintah, terutama di sektor infrastruktur dan program padat karya yang meningkatkan
kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan perpajakan yang lebih adaptif juga memberikan kesempatan bagi sektor bisnis untuk
meningkatkan produksi.Implikasi studi menunjukkan bahwa penurunan angka pengangguran berperan dalam peningkatan
pendapatan nasional sesuai dengan hukum Okun, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 2—-3%. Akan
tetapi, peningkatan kegiatan ekonomi juga berpotensi menyebabkan inflasi 1-2% karena dorongan permintaan agregat,
seperti yang dijelaskan dalam kurva Phillips. Karena itu, sinergi yang harmonis antara kebijakan moneter dan fiskal sangat
penting untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengontrol inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di
era pemulihan setelah pandemi.

Kata kunci: Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Pengangguran, Pendapatan Nasional, Inflasi

1. Latar Belakang

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah alat utama dalam pengelolaan ekonomi makro yang dimanfaatkan
untuk memastikan stabilitas dan mendorong perkembangan ekonomi. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh
bank sentral berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, sementara kebijakan
fiskal terkait dengan pengelolaan penerimaan serta pengeluaran negara. Kedua kebijakan ini saling terkait dan
tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi suatu
negara. (Shandy et al., 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi, fungsi kebijakan moneter dan fiskal menjadi semakin
krusial dalam menangani berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi. Kebijakan fiskal melalui
belanja pemerintah dan kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga terbukti berdampak pada keadaan ekonomi
secara umum, termasuk dalam mengurangi pengangguran dan menjaga kestabilan harga. (Puput Iswandyah
Raysharie et al., 2023)

Kebijakan moneter ekspansif, seperti penurunan tingkat bunga, mampu meningkatkan investasi dan konsumsi
sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi, pertumbuhan aktivitas
ekonomi itu juga bisa menyebabkan inflasi jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, kebijakan moneter
perlu dijalankan dengan cermat untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
harga. (Susanti & Entaresmen, 2025)
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Kebijakan fiskal yang berhubungan dengan pengeluaran publik dan pajak juga berpengaruh signifikan terhadap
ekonomi. Pendapatan nasional merupakan aspek krusial dalam penentuan kebijakan fiskal, karena menentukan
kapasitas pemerintah dalam mendistribusikan anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. (Hrp &
Riofita, 2025)

Selain itu, kerjasama antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk mencapai kestabilan ekonomi.
Kombinasi kebijakan yang efektif dapat membantu mengatur inflasi sambil mendorong pertumbuhan ekonomi dan
menurunkan tingkat pengangguran. Di sisi lain, ketidakseimbangan dalam kebijakan bisa mengakibatkan masalah
ekonomi yang lebih rumit. (Makassar et al., 2024)

Beragam studi membuktikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap
tingkat pengangguran, pendapatan nasional, dan inflasi, baik secara terpisah maupun bersamaan. Akan tetapi, hasil
dari penelitian itu bisa bervariasi bergantung pada situasi ekonomi dan jangka waktu yang diterapkan. (jdep &
jdep, 2024)

Kualitas layanan publik berkaitan erat dengan kebijakan fiskal dan moneter sebagai bagian dari fungsi pemerintah
dalam mengelola perekonomian. Pelayanan perizinan yang berkualitas, seperti prosedur yang transparan,
kepastian waktu, dan profesionalisme petugas, terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas pelayanan dengan kontribusi mencapai 72,1%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan
publik akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, karena memudahkan mereka dalam memulai usaha dan
menjalankan kegiatan ekonomi lainnya.

Akan tetapi, peningkatan aktivitas ekonomi akibat dari kebijakan ekspansif juga memiliki potensi untuk
menyebabkan inflasi jika tidak diimbangi dengan pengendalian yang tepat. Karena itu, dibutuhkan sinergi antara
kebijakan fiskal dan moneter untuk menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, serta
menjaga kestabilan harga. Penelitian yang ada juga mendukung bahwa penerapan kebijakan moneter dan fiskal
perlu dilakukan secara sinergis untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. (Annisa & Riofita, 2024)

Meskipun demikian, kenaikan aktivitas ekonomi yang muncul akibat kebijakan ekspansif juga dapat menyebabkan
inflasi jika tidak diatur dengan baik. Sebab itu, diperlukan kolaborasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk
menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional, serta mempertahankan stabilitas harga.
(Annisa & Riofita, 2024)

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal berperan sangat penting dalam
memengaruhi tingkat pengangguran serta dampaknya terhadap pendapatan nasional dan inflasi. Sehubungan
dengan itu, studi ini dilaksanakan untuk menganalisis lebih jauh keterkaitan antara kebijakan monetari dan fiskal
terhadap tingkat pengangguran serta efeknya terhadap pendapatan nasional dan inflasi, terutama dalam konteks
ekonomi Indonesia.

2. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengkaji
pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap tingkat pengangguran serta dampaknya pada
pendapatan nasional dan inflasi. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari
lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (Bl), dan Kementerian Keuangan. Data yang
digunakan berupa deret waktu, sehingga mampu menggambarkan perubahan keadaan ekonomi dari waktu ke
waktu dan memberikan ilustrasi yang lebih tepat mengenai dinamika variabel yang diteliti

3. Hasil dan Diskusi
3.1 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang
yang beredar dan suku bunga demi mencapai stabilitas ekonomi di tingkat nasional. Dalam pelaksanaannya,
kebijakan moneter berperan signifikan dalam mempertahankan stabilitas harga, mendorong pertumbuhan
ekonomi, menurunkan angka pengangguran, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Menurut Boediono (2018),
kebijakan moneter diimplementasikan untuk mengatur kondisi ekonomi agar tidak mengalami inflasi yang terlalu
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tinggi atau penurunan ekonomi yang berlebihan. Dengan demikian, bank sentral perlu menetapkan kebijakan yang
sejalan dengan situasi ekonomi suatu negara.

Kebijakan moneter dapat dibagi menjadi kebijakan moneter yang ekspansif dan kebijakan moneter yang kontraktif.
Kebijakan moneter yang ekspansif dilakukan dengan menambah jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku
bunga agar konsumsi dan investasi masyarakat meningkat. Saat bunga rendah, individu dan perusahaan lebih
gampang mendapatkan pinjaman dari bank sehingga kegiatan ekonomi berkembang. Perusahaan yang
mendapatkan investasi tambahan akan memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksi. Keadaan ini
mengakibatkan permintaan tenaga kerja bertambah, sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Menurut
Mankiw (2018), kenaikan investasi akan mendorong permintaan agregat, sehingga pertumbuhan ekonomi
meningkat dan peluang kerja semakin banyak.

Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat dijalankan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar dan
meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Saat inflasi melambung, bank sentral umumnya
menaikkan suku bunga untuk mendorong masyarakat mengurangi pengeluaran dan investasi. Dengan menurunnya
jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka peningkatan harga barang dan jasa dapat dikontrol. Namun,
penerapan kebijakan moneter kontraktif yang berlebihan juga dapat mengakibatkan penurunan ekonomi dan
peningkatan jumlah pengangguran karena aktivitas investasi serta produksi berkurang. Oleh karena itu, bank
sentral harus dapat mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Dalam zaman digital kini, kebijakan moneter tidak hanya terkait dengan pengaturan uang tunai dan tingkat suku
bunga, tetapi juga berhubungan dengan kemajuan sistem pembayaran digital dan fintech. Kemajuan teknologi
digital membuat aktivitas transaksi ekonomi berlangsung lebih cepat dan efisien, sehingga berdampak pada sistem
sirkulasi uang dalam ekonomi. Riofita (2024) menyatakan bahwa pembayaran digital syariah dapat meningkatkan
efisiensi transaksi ekonomi masyarakat dengan menyediakan kemudahan, keamanan, dan kecepatan saat
melakukan pembayaran. Keadaan ini menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih efisien dan
mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik (Riofita, 2024).

Pemanfaatan pembayaran digital juga berpengaruh signifikan terhadap kemajuan UMKM di Indonesia. Riofita
(2024) menyatakan bahwa penerapan sistem pembayaran digital syariah dapat meningkatkan keputusan belanja
masyarakat terhadap produk UMKM karena transaksi menjadi lebih simpel. Peningkatan transaksi UMKM itu
akan mendorong pendapatan pelaku usaha, sehingga usaha mereka dapat berkembang dan menarik lebih banyak
tenaga kerja. Dengan kata lain, kemajuan sistem pembayaran digital juga berkontribusi pada penurunan
pengangguran dan peningkatan PDB nasional (Riofita, 2024).

Di samping itu, keberhasilan sistem pembayaran digital juga tergantung pada kemampuan penyedia layanan dalam
mengelola risiko transaksi. Riofita (2024) menyatakan bahwa manajemen risiko dalam fintech syariah sangat
krusial untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital. Saat masyarakat merasa
tenteram dalam melakukan transaksi digital, maka pemanfaatan fintech akan bertambah dan aktivitas ekonomi
masyarakat akan semakin meluas. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa kestabilan sistem keuangan digital
sangat krusial dalam mendukung efektivitas kebijakan moneter kontemporer (Riofita, 2024).

3.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk
memengaruhi keadaan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal dilaksanakan melalui pengaturan pajak, subsidi,
bantuan sosial, serta belanja pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2017), kebijakan fiskal berperan penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi, memperluas peluang kerja, meningkatkan distribusi pendapatan, serta mempertahankan
stabilitas ekonomi nasional.

Kebijakan fiskal ekspansif diambil dengan cara menaikkan belanja pemerintah atau menurunkan tarif pajak untuk
merangsang permintaan agregat masyarakat. Saat pemerintah memperbaiki infrastruktur, melaksanakan proyek
pembangunan, memberikan bantuan sosial, dan menyalurkan subsidi ekonomi, kegiatan produksi masyarakat
meningkat sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru. Di samping itu, pengurangan pajak mengakibatkan
peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat konsumsi rumah tangga lebih tinggi. Sukirno (2016)
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menyatakan bahwa peningkatan konsumsi dan investasi masyarakat akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
serta meningkatkan pendapatan nasional.

Sebaliknya, kebijakan fiskal yang ketat dilaksanakan dengan menurunkan belanja pemerintah atau meningkatkan
tarif pajak guna mengatasi inflasi. Saat inflasi melambung, pemerintah umumnya menekan belanja negara agar
permintaan publik menurun, sehingga kenaikan harga bisa terkontrol. Namun, penerapan kebijakan fiskal
kontraktif yang berlebihan dapat mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi serta kenaikan pengangguran
karena produksi dan investasi masyarakat menurun.

Belanja pemerintah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja
negara dapat menghasilkan efek pengganda dalam perekonomian. Menurut Arsyad (2016), proyek pemerintah dan
pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan
pekerjaan baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, pemerintah sering memanfaatkan
kebijakan fiskal untuk menangani pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Dalam kemajuan ekonomi digital, kebijakan fiskal juga berhubungan dengan bantuan pemerintah untuk
pengembangan UMKM yang berfokus pada teknologi dan ekonomi digital. Riofita (2022) menyatakan bahwa
penguatan jaringan digital dan distribusi informasi digital dapat meningkatkan kinerja pemasaran serta
memperluas jangkauan pasar untuk lembaga dan usaha masyarakat. Seiring dengan kemajuan pemasaran digital,
pelaku usaha dapat mencapai konsumen dengan lebih luas, sehingga penjualan meningkat dan produktivitas
ekonomi masyarakat semakin baik (Riofita, 2022).

Pertumbuhan ekonomi digital juga membuka peluang kerja baru di sektor teknologi, pemasaran digital, dan
ekonomi kreatif. Keadaan ini mengindikasikan bahwa bantuan pemerintah untuk digitalisasi ekonomi dapat
berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Di samping
itu, digitalisasi ekonomi juga dapat mempercepat efisiensi dalam distribusi informasi dan transaksi, sehingga
aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih cepat dan produktif (Riofita, 2022).

3.3 Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Tingkat Pengangguran

Kebijakan fiskal sangat mempengaruhi tingkat pengangguran karena kebijakan ini berhubungan langsung dengan
pengeluaran pemerintah dan pendapatan negara. Saat pemerintah menaikkan anggaran negara untuk pembangunan
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta proyek pembangunan lainnya, permintaan akan tenaga kerja meningkat,
sehingga peluang kerja masyarakat menjadi lebih terbuka. Menurut Todaro dan Smith (2017), kebijakan fiskal
yang ekspansif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena belanja pemerintah mampu menghasilkan efek
multiplier bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya memerlukan banyak
tenaga kerja selama proses konstruksinya. Di samping itu, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan
produktivitas ekonomi masyarakat karena distribusi barang dan jasa menjadi lebih efisien. Menurut Arsyad (2016),
pembangunan infrastruktur berpengaruh jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat
meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah
sering kali menggunakan kebijakan fiskal sebagai strategi untuk menurunkan tingkat pengangguran dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain membangun infrastruktur, kebijakan fiskal juga dapat diterapkan dengan memberikan subsidi dan bantuan
sosial kepada masyarakat. Saat pemerintah memberi bantuan kepada warga berpenghasilan rendah, daya beli
meningkat dan konsumsi rumah tangga pun bertambah. Kenaikan konsumsi masyarakat akan meningkatkan
permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga perusahaan meningkatkan produksi dan memerlukan tambahan
karyawan. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan fiskal berperan signifikan dalam peningkatan
kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Pengurangan tarif pajak juga merupakan salah satu elemen dari kebijakan fiskal yang mengarah pada peningkatan
kegiatan ekonomi masyarakat. Saat pajak berkurang, pendapatan yang tersedia bagi masyarakat untuk konsumsi
dan investasi meningkat. Berdasarkan Sukirno (2016), bertambahnya pengeluaran dan investasi masyarakat akan
mendorong permintaan agregat, sehingga produksi nasional meningkat dan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.
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Seiring dengan meningkatnya produksi dalam negeri, perusahaan memerlukan lebih banyak tenaga kerja agar
tingkat pengangguran dapat diminimalkan.

Namun, kebijakan fiskal yang sangat ekspansif dapat menyebabkan inflasi jika kenaikan permintaan masyarakat
melebihi kapasitas produksi di dalam negeri. Saat pemerintah secara signifikan meningkatkan belanja negara tanpa
disertai dengan peningkatan produksi barang dan jasa, harga barang dan jasa akan naik. Oleh karena itu,
pemerintah perlu mengelola kebijakan fiskal dengan seimbang agar pertumbuhan ekonomi meningkat tanpa
timbulnya inflasi yang berlebihan.

Dalam era ekonomi modern, kebijakan fiskal juga terkait dengan dukungan pemerintah untuk pengembangan
ekonomi digital dan UMKM yang berbasis teknologi. Menurut Riofita (2022), penguatan jaringan digital dan
distribusi informasi digital dapat meningkatkan kinerja pemasaran serta memperluas cakupan pasar untuk lembaga
maupun usaha masyarakat. Dengan kemajuan pemasaran digital, pelaku usaha memiliki peluang lebih luas untuk
meningkatkan penjualan produk mereka, sehingga pendapatan usaha bertambah dan lapangan kerja baru dapat
tercipta (Riofita, 2022).

Pertumbuhan ekonomi digital juga menawarkan kesempatan besar bagi masyarakat untuk mendirikan usaha baru
yang berbasis teknologi. Sebagian besar masyarakat kini mulai menggunakan media sosial, marketplace, dan
platform digital lain untuk berbisnis secara online. Keadaan itu memunculkan beragam jenis pekerjaan baru di
sektor pemasaran digital, desain grafis, manajemen media sosial, layanan T1, serta ekonomi kreatif lainnya. Riofita
(2022) menyatakan bahwa digitalisasi ekonomi dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi informasi serta
memperkuat kegiatan pemasaran, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat (Riofita,
2022).

Di samping itu, bantuan pemerintah untuk pengembangan UMKM digital juga bisa memperkuat daya tahan
ekonomi negara. UMKM adalah sektor usaha yang berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja di
Indonesia. Saat UMKM tumbuh berkat dukungan teknologi digital dan kebijakan pemerintah, peluang kerja untuk
masyarakat akan semakin meluas dan tingkat pengangguran dapat ditekan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang
mendukung transformasi digital berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta
kesejahteraan masyarakat.

3.4 Implikasi Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pendapatan Nasional

Kebijakan moneter dan fiskal memberikan dampak signifikan pada pendapatan nasional sebab kedua kebijakan
ini memengaruhi produksi, investasi, konsumsi, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Saat pemerintah dan bank
sentral menerapkan kebijakan ekonomi yang dapat mendorong investasi dan konsumsi masyarakat, maka produksi
barang dan jasa akan bertambah, sehingga pendapatan nasional juga meningkat. Menurut Samuelson dan Nordhaus
(2015), pendapatan nasional bertambah seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat dan kapasitas
produksi nasional. Karena itu, kebijakan moneter dan fiscal sering diterapkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dengan menurunkan suku bunga dapat mendorong investasi perusahaan
karena biaya untuk meminjam menjadi lebih murah. Saat investasi bertambah, perusahaan mengembangkan usaha
dan meningkatkan produksi yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat. Selain itu, kebijakan fiskal
ekspansif dengan peningkatan belanja pemerintah juga dapat mendorong permintaan agregat dan memperluas
aktivitas ekonomi nasional. Sukirno (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
pendapatan nasional suatu negara dapat ditingkatkan melalui peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat.

Dalam kemajuan ekonomi digital, penerapan sistem pembayaran digital dan fintech syariah turut berkontribusi
pada peningkatan pendapatan nasional. Riofita (2024) menyatakan bahwa transaksi digital syariah dapat
mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan UMKM karena proses transaksi yang
lebih cepat dan efisien. Saat aktivitas transaksi meningkat, peredaran uang dalam perekonomian menjadi lebih
cepat, sehingga produktivitas ekonomi nasional turut meningkat (Riofita, 2024).

Di samping itu, kemajuan digitalisasi ekonomi juga membuka kesempatan usaha bagi masyarakat lewat pemasaran
yang mengandalkan teknologi digital. Riofita (2022) menyebutkan bahwa pemberdayaan jaringan digital dan
distribusi informasi digital dapat meningkatkan kinerja pemasaran dan memperluas jangkauan pasar suatu usaha,
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yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Situasi tersebut menunjukkan bahwa
digitalisasi dapat menjadi salah satu elemen krusial dalam mendorong perkembangan ekonomi dan pendapatan
nasional masyarakat (Riofita, 2022).

3.5 Implikasi Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Inflasi

Selain memengaruhi tingkat pengangguran dan pendapatan nasional, kebijakan moneter dan fiskal juga memiliki
keterkaitan yang kuat dengan inflasi. Inflasi adalah keadaan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan
dan berkelanjutan dalam suatu ekonomi. Saat jumlah uang yang beredar meningkat secara signifikan akibat
kebijakan moneter yang ekspansif, permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa akan meningkat, sehingga
harga barang dan jasa cenderung naik. Menurut Mankiw (2018), inflasi terjadi saat peningkatan permintaan
masyarakat melebihi kemampuan produksi domestik dalam menyediakan barang dan jasa.

Kebijakan fiskal dapat memengaruhi tingkat inflasi, terutama saat pemerintah melakukan peningkatan pengeluaran
negara secara signifikan. Peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan kemampuan beli masyarakat
sehingga permintaan total bertambah. Namun, jika peningkatan produksi domestik tidak dapat menyeimbangkan
kenaikan permintaan tersebut, maka harga barang dan jasa akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu
mampu mempertahankan keseimbangan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi agar
stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Dalam kemajuan ekonomi digital, kestabilan sistem pembayaran digital juga menjadi aspek krusial untuk
mempertahankan stabilitas ekonomi nasional. Riofita (2024) menyatakan bahwa pengelolaan risiko dalam fintech
syariah sangat krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi digital serta memastikan
kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Saat sistem pembayaran digital beroperasi dengan aman dan stabil,
aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya mendukung stabilitas
ekonomi nasional (Riofita, 2024).

Di samping itu, kemajuan digitalisasi ekonomi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa
sehingga mampu menekan biaya transaksi dan memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Riofita
(2022), pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan pemasaran dan distribusi informasi dapat meningkatkan
efisiensi ekonomi serta memperkuat produktivitas masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi digital
tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara, tetapi juga dapat berkontribusi
pada menjaga stabilitas harga dan inflasi jika dikelola dengan tepat (Riofita, 2022).

Dari analisis data dengan metode regresi linear berganda, ditemukan bahwa kebijakan moneter serta kebijakan
fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Hasil uji F yang
signifikan pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan hal ini, serta nilai koefisien determinasi (R?) yang
menunjukkan bahwa variasi tingkat pengangguran dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut dalam proporsi
yang cukup besar. Temuan ini konsisten dengan studi yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal
memiliki peranan signifikan dalam memengaruhi situasi lapangan kerja (Hidayat & Prasetyo, 2024).

Secara parsial, kebijakan moneter yang diwakili oleh suku bunga dan jumlah uang yang beredar menunjukkan
dampak negatif terhadap tingkat pengangguran. Pengurangan suku bunga dapat memacu investasi dan belanja
masyarakat, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Hasil ini
sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter berperan penting dalam mengurangi
pengangguran melalui peningkatan kegiatan ekonomi (Ananda & Yusuf, 2023).

Sebaliknya, kebijakan fiskal yang diukur melalui belanja pemerintah dan pendapatan pajak juga berpengaruh besar
terhadap tingkat pengangguran. Peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama di sektor produktif seperti
infrastruktur, dapat menghasilkan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Akan tetapi,
kebijakan pajak yang tinggi bisa memengaruhi kegiatan ekonomi. Hal ini konsisten dengan penelitian yang
menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berdampak pada tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi
(Firmansyah & Lestari, 2022).

Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara tingkat pengangguran dan pendapatan
nasional. Penurunan tingkat pengangguran akan meningkatkan produktivitas pekerja sehingga mendorong
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pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara pengangguran,
inflasi, dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara (Kurniawati & Saputra, 2023).

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter memiliki dampak yang signifikan
terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Kebijakan moneter ekspansif, seperti pengurangan suku bunga dan
bertambahnya jumlah uang yang beredar, terbukti efektif menurunkan tingkat pengangguran dengan
meningkatkan investasi dan konsumsi. Di sisi lain, kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah
juga berhasil dalam menghasilkan lapangan kerja, meskipun pajak yang tinggi dapat menghalangi aktivitas
ekonomi. Selain itu, pengurangan tingkat pengangguran memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan
nasional akibat meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Akan tetapi, peningkatan kegiatan ekonomi tersebut juga
berisiko menyebabkan inflasi karena adanya kenaikan permintaan total. Sehingga, diperlukan kerjasama yang
efektif antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan
nasional, serta mempertahankan stabilitas inflasi. Kombinasi dari kedua kebijakan ini menjadi faktor penting untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama saat menghadapi perubahan ekonomi pasca-
pandemi.
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